TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGELOLAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN MENURUT PASAL 72 Ayat (1) HURUF b DAN Ayat (2) UU NO.6 TAHUN 2014 TENTANG DESA








A. Pengertian Tinjauan Yuridis Sosiologis  
Pengertian Tinjauan Menurut Nurdin Usman6 adalah suatu tindakan atau 
pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 
terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna 
bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai 
tujuan kegiatan. Dan menurut Guntur Setiawan7 Tinjauan ialah perluasan aktivitas 
yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk 
mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,birokrasi yang efektif. 
Pengertian lain mengennai tinjauan yuridis sosiologis menurut Solichin 
Abdul Wahab8, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau 
pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 
Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 
digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh 
individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. 
Pengertian yuridis sosiologis9 adalah mengidentifikasi dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam 
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sistem kehidupan yang nyata. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum 
sebagai law in action, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan 
demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilainilai, keputusan 
pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat 
diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur 
dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas. 
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata 
implementasi yuridis sosiologis bermuara pada mekanisme suatu sistem. 
Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan tinjauan yuridis 
sosiologis adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan 
dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu 
untuk mencapai tujuan kegiatan. 
 
B. Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah  
Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan mengenai penyebutan 






Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (8) 
pengertian desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep 
desentralisasi di Indonesia yaitu: 
1. Dalam kaitannya dengan bangun negara, 2 nilai telah dicapai konsensus 
nasional oleh the founding fathers, yaitu Negara Kesatuan dan 
desentralisasi. Hal ini berarti penyelenggaraan negara bangsa dianut 
pemikiran sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan tidak 
dikotomi. 
2. Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk mencirikan negara bangsa. 
3. Desentralisasi yang dianut mengakomodasikan aspirasi kemajemukan 
masyarakat dan daerah serta pendemokrasian 
a) Tujuan desentralisasi yaitu : 
1. Merupakan nilai – nilai dari komunitas politik yang dapat 
berupa kesatuan bangsa (national unity). 
2. Pemerintahan demokrasi. 
3. Kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi 
administrasi, dan pembangunan sosial ekonomi. 
b) Elemen – elemen desentralisasi yaitu : 
1. Desentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah, 




politik tertentu, dimana guna memenuhi kebutuhan atau 
kehendak komunitas dan pembatasan daerah harus 
mencerminkan pola pemukiman dan distribusi spasial. 
2. Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk 
kekuatan politik harus dibuat peta politik yang memisahkan 
suatu komunitas dengan komunitas lain dan dapat 
dihubungkan dengan banyak faktor lain seperti sejarah, 
bahasa, kebudayaan dan tradisi. 
3. Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian 
daerah kekuasaan, sehingga pembatasan daerah 
mengandung gagasan tentang ukuran dan bentuk optimal 




Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) 
dijelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di 
wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai 
penanggung jawab urusan pemerintahan umum.  
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, 
memiliki hak sebagai berikut: 
 








1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
2. Memilih pimpinan daerah; 
3. Mengelola aperatur daerah; 
4. Mengelola kekayaan daerah; 
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya yang berada di daerah; 
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan. 
Kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah 
sebagai berikut: 
1. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 
kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; 
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 
5. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 
6. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 
7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 
8. Mengembangkan sistem jaminan sosial; 
9. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 




11. Melestarikan lingkungan hidup; 
12. Mengelola administrasi kependudukan; 
13. Melestarikan nilai sosial budaya; 
14. Membentuk dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan 
sesuai dengan kewenangannya; 
15. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-
undangan. 
Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana 
kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan 
daerah, yang dilakukakan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, 




C. Pengertian Desa 





Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat, termaksud di dalamnya kesatuan masyarakat hukum 
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah 
camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam 
ikatanNegara Kesatuan Republik Indonesia. 
 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan 
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berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang 
mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah 




 Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, 
ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di suatu daerah, dalam hubungan dan 
pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, UU Nomor 32 Tahun 2004. 
 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desa menurut 
Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa”menyatakan bahwa “Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang 
bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
14
  
Menurut Winardi Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan 
hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki 
wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya 
otonomi untuk membangun tata kehidupan Desa bagi kepentingan penduduk. 
Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan 
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Selanjutnya dalam PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, bahwa Desa 
atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui 
otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan 
pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk 
melaksanakan urusan pemerintah tertentu.  
Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai 
tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam 
melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, 
pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan 
dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya 
menyelenggarakan pemerintahan desa. Sedangkan Sekretaris Desa adalah staf 
yang memimpin Sekretariat Desa. Sekretariat desa bertugas membantu kepala 
desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis 
administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Sekretaris desa diisi oleh 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan.
16
 
Undang-Undang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh 
desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa 
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dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun 
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang 
terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti 
desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun 
karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka 
otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang 
mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri. 
 
 
D. Pengertian Pembangunan Desa 
Pembangunan merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-
pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia. 
Pembangunan tidak sama maknanya dengan modernisasi, jika kita memahami 
secara jelas mengenai makna sesungguhnya dari hakikat pembangunan itu sendiri.  
Menurut Todaro pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun 
pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan 
dari kehidupan manusia bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali 
dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan 




Pembangunan Desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan 
pembangunan Desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai 
tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan 
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ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi 
pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
 
Menurut Kartasasmita mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional 
adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya 
pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya 
sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya 
sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan 
desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam 
memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar 





Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka 
imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban 
pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, selebihnya disandarkan 
kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan 
mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. 
Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang 
dikemukakan mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang 
serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah 
di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh 
masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, 
pembinaan, dan pengawasan. Pembangunan desa dapat dilihat dari berbagai segi 
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yaitu sebagai suatu proses, dengan suatu metode sebagai suatu program dan suatu 
gerakan, sebagaimana pendapat pakar berikut ini: 
 
1 Sebagai suatu proses adalah memperhatikan jalannya proses perubahan yang 
berlangsung dari cara hidup yang lebih maju/modern. Sebagai suatu proses, 
maka pembangunan desa lebih menekankan pada aspek perubahan, baik 
yang menyangkut segi sosial, maupun dari segi psikologis. Hal ini akan 
terlihat pada perkembangan masyarakat dari suatu tingkat kehidupan 
tertentu ketingkat kehidupan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan di 
dalamnya masalah perubahan sikap, serta perubahan lainnya yang apabila 
diprogramkan secara sistematis akan usaha penelitian dan pendidikan yang 
sangat baik. 
2 Sebagai suatu metode, yaitu suatu metode yang mengusahakan agar rakyat 
mempunyai kemampuan yang mereka miliki. Pembangunan desa juga 
merupakan metode untuk mencapai pemerataan pembangunan desa dan 
hasil-hasilnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
3 Sebagai suatu program adalah berusaha meningkatkan taraf hidup dan 
kesejahteran masyarakat pedesaan baik lahir maupun bathin dengan 
perhatian ditujukan pada kegaiatan pada bidang-bidang tertentu seperti 
pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan 
kampung halaman dan lain-lain. 
4 Sebagai suatu gerakan karena pada hakekatnya semua gerakan atau usaha 
kegiatan pembangunan diarahkan ke desa-desa. Sebagai suatu gerakan 




dengan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 
5 Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa pembangunan desa meliputi 
beberapa faktor dan berbagai program yang dilaksanakan oleh aparat 
departemen, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat. 
Oleh karena itu, pelaksanaannya perlu ada koordinasi dari pemerintah baik 
pusat maupun daerah serta desa sebagai tempat pelaksanaan pembangunan agar 
seluruh program kegiatan tersebut saling menunjang dan terlaksana dengan baik 
sesuai dengan rencana, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. 
Permasalahan di dalam pembangunan perdesaan adalah rendahnya aset yang 
dikuasai masyarakat perdesaan ditambah lagi dengan masih rendahnya akses 
masyarakat perdesaan ke sumber daya ekonomi seperti lahan/tanah, permodalan, 
input produksi, keterampilan dan teknologi, informasi, serta jaringan kerjasama. 
Disisi lain, masih rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana perdesaan 
dan rendahnya kualitas SDM di perdesaan yang sebagian besar berketerampilan 
rendah (low skilled), lemahnya kelembagaan dan organisasi berbasis masyarakat, 
lemahnya koordinasi lintas bidang dalam pengembangan kawasan perdesaan. 
 
Oleh karena itu dapat dilihat beberapa sasaran yang dapat dilakukan dalam 
pembangunan desa sebagai berikut: 
 
1) Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses 






2) Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian 
pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang 
efisien, efektif dan berkelanjutan. 
 
3) Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman dan sehat . 
 
4) Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil dan 
daerah perbatasan. 
 
5) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan 
wilayah. 
 
6) Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta 
menanggulangi kesenjangan antar wilayah. 
7) Dalam pelaksanaan pembangunan desa, desa harus melaksanakan 
prinsip-prinsip transparansi serta pelibatan partisipasi masyarakat baik 
dalam perencanaan,pelaksanaan maupun dalam pengawasan dan 
pemantauan. Dalam kerangka UU Desa, siklus pembangunan desa 




Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa 
dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan 
adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada 
perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa 
terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa: 
 
Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai 





1) Perencanaan Rembangunan Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (1) 
disusun secara berjangka meliputi: 
 
a. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka 
waktu 6(enam) tahun. 
b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana 
Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.  
2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja 
Pemerintah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 
Peraturan Desa. 
3) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangaka Menengah 
Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya 
dokumen perencanaan di Desa. 
4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja 
Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran 
pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. 
5) Program pemerintah yang berskala lokal Desa dikordinasikan dan/atau 
didelegasikan pelaksanaannya kepada desa. 
6)  Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan 
pembangunan Kabupaten/Kota. 
Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian, 
partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak 




Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi 
kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang 
menyebutkan bahwa: 
 
1) Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 
79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. 
 
2) Dalam menyusun perencanaan pembanguna desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan 
musyawarah perencanaan pembangunan desa. 
 
3) Musyawara perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, 
program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh 
anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, 
dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 
 
Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap 
kebutuhan masyarakat desa yang meliputi: 
a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar. 
b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan 
kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia. 
c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif. 
d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 
ekonomi. 
e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa 







 Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa 
yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah 
diatur beberapa pokok penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 
tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa 
digunakan dengan ketentuan: 
a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Operasional Pemerintah Desa , Tunjangan dan Operasinal Badan 
Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetanggan dan Rukun Warga. 
c. Dari pasal tersebut terlihar bahwa keuangan desa hanya dibatasi untuk 
melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksaan pembangunan 
desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan 
membayar penghasilan maupun tunjangan intensif bagi perangkat desa 
badan permusyawaratan desa dan rukun tetangga/rukun warga. 
d. Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator 
kegiatan yang dilaksanakan oleh perengakat desa atau unsur masyarakat 
desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya 




swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut 
tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. 
Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau 
biasa disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan 
perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar desa yang dilaksanakan 
dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan 
partisipatif, inisiatif untuk melakukan pembangunan kawasan perdesaan dapat 
dilakukan secara botton up dengan pengusulan Kepala Desa kepada 
Bupati/Walikota dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau 
Bupati/Walikota. 
 
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah 
desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, 
pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota 
dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan 
masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah 
Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah 
desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Mentri 
Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa. 
c) Pertanggung jawaban 
 
Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa 
secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata 
cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib 




setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada 
Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang 
dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang dismpaikan melalui 
Camat.  
Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa 
tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan 
desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan 
pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan 
lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, yaitu: 
a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun 
anggaran berkenaan. 
b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 
berkenaan. 
c) Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke 
desa. UU Desa meletakan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan 
pembangunan desa yang meliputi pengawsan oleh sipra-desa (downroad 
accountability), pengawasan oleh lembaga desa dan 
d) Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa 
laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus 
terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh desa. Hal ini 
berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan desa untuk menyusun 




pengawasan dari masyarakat (upward accountability). Terdapat beberapa 
mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut: 
1. Pengawasan oleh supra desa secara berjenjang oleh Pemerintah 
Kabupaten/Kota dan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian 
Dalam Negeri, Kementrian Desa dan Kementrian Keuangan (pasal 26 
PP No. 60 Tahun 2014). Dalam operasioanlnya, pengawasan oleh 
pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati/Walikota. 
2. Funngsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota kepada 
Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah 
Kabpaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan 
unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan desa disampaikan 
kepada Kementrian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan 
kepada Kementrian Dalam Negeri. 
3. Pengawasan supra desa lainnya adalah pengawasan dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Hal ini didasari oleh UU No. 15 tahun 2004 
tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara dimana keuangan desa yang berasal dari Pemerintah Puast dan 
Pemerintah Daerah termasuk kategori Keuangan Negara karena 
sumbernya APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang system 
pengendalian intern pemerintah juga memberikan kewenangan bagi 
BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa karena sumbernya 




4. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan 
terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas 
pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang 
disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa). 
 
E. Pemerintah Desa dan Otonomi Desa 
Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu 
bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan 
yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara modern 
sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang bidang 
ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan 
tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya. Desa-desa di Jawa banyak 
berfungsi sebagai desa agraris yang menunjukkan perkembangan baru, yaitu 
timbulnya industri-industri kecil di daerah pedesaan yang merupakan “rural 
industries” salah satu peranan pokok desa terletak pada bidang ekonomi. Daerah 
pedesaan merupakan tempat produksi pangan dan produksi komoditi ekspor. 
Peranan pentingnya menyangkut produksi pangan yang akan menentukan tingkat 
kerawanan dalam rangka pembinaan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peranan 
masyarakat pedesaan dalam mencapai sasaran swasembada pangan adalah penting 
sekali. Masyarakat desa perkebunan adalah produsen komoditi untuk ekspor.
19
 
Secara sosiologis, masyarakat Desa memiliki karakteristik tertentu yang 
membedakannya dengan kelompok masyarakat lainnya. Boeke memberikan 
gambaran bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah persekutuan hukum pribumi 
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yang terkecil dengan kekuasaan sendiri dan kekayaan atau pendapatan sendiri. 
Persekutuan hukum pribumi terkecil dapat diartikan sebagai persekutuan hukum 
adat yang tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat pribumi dan 
mempunyai dasar tradisional, dan juga persekutuan hukum, dimana hanya 
penduduk pribumi atau setidak-tidaknya sebagian besar dari pada penduduk 
pribumi menjadi anggotanya. 
Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara 
mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki 
semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang 
atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa „Desa‟ disebut memiliki otonomi 
asli, yang berbeda dengan „daerah otonom‟ lainya seperti Daerah Kabupaten atau 
Daerah Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Nasional. 
Pada tahun 1979 dilahirkan sebuah undang-undang nasional tentang 
Pemerintahan Desa yang efektif yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 yang 
ditetapkan pada tanggal 1 Desember 1979. Kedudukan pemerintahan desa dapat 
diketahui dari bunyi pasal 1 huruf a UU No.5 Tahun 1979 yang menyebutkan: 
“Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.” UU No. 5 Tahun 1979 sama sekali tidak memberikan hak 




pemerintahan desa, yang peraturan-peraturannya bersumber dari otonomi desa. 
Akan tetapi pemerintahan desa menurut UU ini hanya berhak menyelenggarakan 
pemerintahan umum yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah yang otonom di atasnya. Kedudukan desa tidak lebih dari wilayah 
administratif seperti wilayah administratif kelurahan dalam kawasan kota. UU No. 
5 Tahun 1979 merupakan produk hukum Pemerintahan Orde Baru yang 
dipandang sangat condong menopang Orde Baru dengan politik stabilitas dan 
sentralisasinya, sehingga menghambat demokratisasi desa. 
Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin 
diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik 
pemerintah. Hal ini secara jelas disebutkan dalam konsideran menimbang dalam UU 
No.5 Tahun 1979, bahwa: “sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
maka kedudukan Desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan 
keragaman keadaan Desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku”.Namun 
upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi 
masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, 
sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal disbanding masyarakat lainnya. 
Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang berdasar pada karakteristik 
masyarakatnya,hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan. 
Dengan bergulirnya reformasi maka dilakukan pembenahan mendasar dari 
sentralisasi menuju desentralisasi. Dalam kaitannya dengan adanya reformasi 
pemerintahan Desa, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di 




UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa. Dalam pasal 1 huruf (o) UU 
No.5 Tahun 1979 disebutkan bahwa : Desa atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system 
Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten”.  
UU No. 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa tidak lagi merupakan 
wilayah administratif. Kedudukan pemerintahan desa adalah subsistem dari sistem 
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, 
tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya 
sendiri. Artinya desa tidak dapat berdiri sendiri, dan harus senantiasa melihat 
dinamika di atasnya. Walaupun Desa tidak lagi menjadi bawahan atau unsur 
pelaksanaan daerah, melainkan menjadi daerah yang istimewa dan bersifat 
mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, dimana setiap warga desanya 
berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup 
di lingkungan masyarakatnya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana 
mengkoordinasikan keanekaragaman tersebut dalam pemerintahan nasional.  
Perkembangan Desa di Indonesia selanjutnya adalah pada saat 
diterbitkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa 
memang tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, karena sesuai amanat 
UUD 1945 secara eksplisit tidak disebutkan kedudukan pemerintahan desa dalam 
susunan sistem pemerintahan Negara Indonesia. 
Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desa dapat 




pemerintah dan masyarakat desa perlu dilakukan suatu upaya yang sistemastis 
dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya sistematis 
dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa 
dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya dukungan supradesa 
(Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil 
(kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa. 
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 
dinyatakan bahwa Desa (atau dengan sebutan lain) adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempatyang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan RI. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut 
adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan 
masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan 
dandorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peran sertanya dalam 
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan 
Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan 
masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta 
sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat secara langsung dan cepat.  
Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di 
wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Maka kepada desa diberikan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya 




mengatur bahwa “Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 
Permusyawaratan Desa‟. Berdasarkan Pasal 206 diatas, khususnya pada butir b, 
maka sebagai upayauntuk lebih memberdayakan pemerintah desa dalam 
melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat di desa, 
pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan pengaturan sebagai urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan kepala desa. Oleh karena itu, penyerahan 
sebagai urusan tersebut harus dilakukan dengan semangat pemberdayaan, dan 
urusan/kewenangan yang diserahkan adalah yang dapat mendorong peningkatan 
pembangunan dan layanan publik di desa, bukan urusan dan kewenangan yang 
akan menjadi beban bagi Pemerintah Desa. 
 
Selain dari pada itu pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara 
tegas menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan 
olehkabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah 
desa dan badan permusyawaratan desa. Pembiayaan atau keuangan merupakan 
faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana 
juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangganya sendiri, Desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai 
sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. 
 
Fungsi desa telah didudukkan sebagai komponen pelaksana pembangunan 
yang sangat penting. Pada pasal 215 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 secara tegas 
menyebutkan bahwa pembangunan kawasan pedesaan yang dilakukan oleh 
kabupaten/kota dan atau pihak ketiga, harus mengikutsertakan pemerintah desa 
dan badan permusyawaratan desa. Dengan dikeluarkannya PP No. 72 tahun 2005 




termasuk didalamnya tentang kewajiban yang tak bisa ditawar-tawar oleh 
Pemerintah Kabupaten untuk merumuskan dan membuat peraturan daerah tentang  
Dana Desa (DD) sebagai bagian dari kewenangan fiskal desa untuk mengatur dan 
mengelola keuangannya. 
Pengelolaan keuangan desa pun menjadi wewenang desa yang mesti 
terjabarkan dalam peraturan desa (Perdes) tentang anggaran pendapatan dan 
belanja desa (APBDes). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan 
asli desa sepertidari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 
partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 
Selanjutnya bagi hasil pajakdaerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 
per seratus) untuk desa dan dariretribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan 
bagi desa, dan bagian dari danaperimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang 
pembagiannya untuk setiap Desa secara proporsional yang merupakan Alokasi 
Dana Desa (ADD). Kemudian pendapatan itu bisa bersumberlagi dari bantuan 
keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, serta hibah dan sumbangan dari 
pihak ketiga yang tidak mengikat.  
Pengelolaan kekayaan desa merupakan salah satu bentuk otonomi desa. 
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan 
tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib : 
a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap 




b) Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap 
pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. 
c) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir 
tahun anggaran. 
d) Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan 
pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir 
tahun anggaran. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 dalam Bab III Pasal 33 menjelaskan kewenangan desa 
meliputi: 
a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b) Kewenangan lokal berskala desa; 
c) Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah 
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 
d) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah 
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Pasal 34 menjelaskan mengenai Kewenangan Desa berdasarkan hak asal 
usul sebagaimana maksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: 
a) Sistem organisasi masyarakat adat; 
b) Pembinaan kelembagaan masyarakat; 




d) Pengelolaan tanah kas desa; dan 
e) Pengembangan peran masyarakat Desa. 
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 
huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan: 
a) Pengelolaan tambatan perahu; 
b) Pengelolaan pasar desa; 
c) Pengelolaan tempat pemandian umum; 
d) Pengelolaan jaringan irigasi; 
e) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa; 
f) Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan 
terpadu; 
g) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
h) Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan; 
i) Pengelolaan embung desa; 
j) Pengelolaan air minum berskala desa; dan 
k) Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian. 
Kewenangan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat 
menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal. 
Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 
Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut (3) “Selain kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis kewenangan 




1. Sumber Pendapatan Desa Menurut UU No. 5 Tahun 1979 
Menurut pasal 21 mengenai sumber pendapatan desa di UU No.5 tahun 
1979 tentang pemerintah desa : 
(1) Sumber pendapatan Desa adalah:  
a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari: - hasil tanah-
tanah Kas Desa; - hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat 
Desa; - hasil dari gotong-royong masyarakat; - lain-lain hasil 
dari usaha Desa yang sah.  
b. Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah yang terdiri dari: - sumbangan dan bantuan Pemerintah; - 
sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah; - sebagian dari pajak 
dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa. 
c. Lain-lain pendapatan yang sah.  
(2) Setiap tahun Kepala Desa menetapkan Anggaran Penerimaan dan 
Pengeluaran Keuangan Desa setelah dimusyawarahkan/ 
dimufakatkan  dengan Lembaga Musyawarah Desa.  
(3)  Ketentuan lebih lanjut tentang sumber pendapatan dan kekayaan 
Desa, pengurusan dan pengawasannya beserta penyusunan 
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa diatur 
dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
oleh Menteri Dalam Negeri.  
(4) Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (3), baru berlaku 




2.  Sumber Pendapatan Desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 
Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas 
pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah 
Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan 
daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan 
sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.  
Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota 
kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah 
Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan 
Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh 
Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, 
pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral 
bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, 
serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan.  
Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah 
dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut Alokasi Dana 
Desa. Alokasi anggaran untuk Desa yang bersumber dari Belanja Pusat 
dilakukan dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 





F. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden 
menyerahkan kekuasaan pengelolaan daerah kepada gubernur/bupati/walikota 
selaku kepala pemerintahan daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. Pasal  10  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  
tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan 
daerah diantaranya adalah (1) dilaksanakan  oleh kepala satuan kerja pengelolaan 
keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan (2) dilaksanakan oleh 
kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran 
barang/daerah.  
Unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 
digolongkan ke dalam 2 kelompok yakni pertama adalah unsur berkala dan unusr 
hukum dan yang kedua dalah unsur-unsur luar dan dalam: (Pasal 10 Ayat (1) 
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ). 
a) Unsur Berkala dan Unsur Hukum 
Unsur berkala mencakup unsur-unsur yang menjadi bagian dari kegiatan-
kegiatan berkala dalam setahun yakni menyusun program anggaran, 
pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan uang 
masuk, menctata dan melaporkan transaksi keuangan. Unsurhukum 
mencakup unsur-unsur pengaturan dan pemantuan kegiatan berkala yakni 
undang-undang dan pertauran keuangan,transaksi dan pemeriksaan 





b) Unsur-unsur Luar dan Dalam 
Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah 
daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi berdasarkan huku, 
peraturan dan pedoman, ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan 
keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. 
Adapaun unsur dalam adalah unsur pengawasan dan pelaporan yang 
diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para 
pejabat keuangan pemerintah di daerah. Unsur-unsur tersebut yang 
terpenting adalah prosedur berkala beserta peraturan- peraturan keuangan 
yang dirumuskan sendiri oleh pemeriksa keuangan dari dalam. 
Pemerintahan yang didesentralisasi juga mengharuskan adanya legal 
framework keuangan daerah yang menjabarkan kewenangan-kewenangan 
pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal itu disebabkan 
terdapat korelasi yang erat antara keuangan negara dan keuangan daerah. Pasal 
283 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan. 
Pasal 280 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya 
menegaskan bahwa kewajiban penyelenggara pemerintahan daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah dalam halpusat melakukan pendanaan terhadap 
sebagian urusan pemerintaan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada 




a) Mengelola dana secara efektif,efisien, transparandan ekuntabel 
b) Menyinkronkan pencapaian sasaran program daerah dalam APBD dengan 
program pemerintah pusat dan 
c) Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan 
sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan. 
Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan 
demikian melekat dan menjadi satu dengan pengaturann pemerintahan daerah 
yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Dengan demikian 
dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah (1) UU 
Pemerintahan Daerah (2) UU Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan 




G. Tinjauan Umum tentang Keuangan Desa dan Dana Desa 
Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, 
salah satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan 
uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (pasal 71). Pendapatan Desa menurut 
Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pendapatan Desa antara lain: 
a) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
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b) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber dari 
Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara 
merata dan berkeadilan; 
c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah; 
d) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang 
diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 
e) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; 
f) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g) Lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
Pasal 1 angka 6 ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang 
dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus 
meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip 
keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan 
permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui 




perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan 
desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di 
masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan 
tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta 
keputusan-keputusan strategis lainnya seperti yang terlihat dalam skema dibawah 
ini: 
Gambar 2.1 Skema Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan 






Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh 
dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD 
provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan 
pendapatan desa lain yang sah (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa).  
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan 
keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan 
dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan 
desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada: 
a) Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan 
melalui camat, 
b) Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan 
c) Masyarakat dalam musyawarah desa. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) 
sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari 
Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber 
pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah 




Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi 
kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara 
bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer 
melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah 
untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana 
Desa (ADD).  
Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa 
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat.  
PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 
22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah 
pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari 
kabupaten ke desa. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak 
terbesar di berbagaiKementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap 
identifikasi bahwa suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan 
direalokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program 




koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian 
Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang 
jelas. Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bias 
direalokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya 
berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap 
masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, 
untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa 
tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, 
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan criteria 
untuk merealokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah 
selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.  
Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari 
realokasi: 
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 
dari Kementerian Dalam Negeri. 
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program 
Pembangunan Infrastuktur Perdasaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan 
Umum. 
Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni: 
Tahap 1  
Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui 




1. Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan 
penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 
2016 untuk setiap Kabupaten/Kota. 
2. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan 
kepada Bupati/Walikota; 
Tahap 2 
Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota) 
1. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota 
menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur 
dalam ketentuan yang berlaku; 
2. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa 
ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. 
Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap 
yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer 










Gambar 2.2  Mekanisme penyaluran dana desa 
 
Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan 
syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke 
rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah 
bahwa DJPK telah menerima dokumen: 
a) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan 
besaran Dana Desa; 
b) Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan 
c) Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2. 
Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) 




bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. Setelah 
Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana 
desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk 
mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan 
Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah 
Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, pencairan 
dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama 
yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. 
 
 
 
 
 
